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“EPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

. Menumbang @ bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
] menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran
| keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang
. digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja periu disusun
- Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Periindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkalpinang.

Wergingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725):

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Paraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

Perzturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
“ange2 Pan@ng Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Caerah Provns Kepulauan Bangka Befitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
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21.  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008
Nomor 02, Seri D Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Periindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkalpinang Tentang Indikator Kineria Utama Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perfindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Periindungan Anak dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit
¥ena di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Serencana Kota Pangkalpinang dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
Jenngeatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
“&huarga Berencana Kotz Pangkalpinang Tahun 2020.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari temyata terdapat kekefiruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Pangkalpinang
Padatanggal : 1 Juli 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG/
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r. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.l., M.Pd
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NAMA OPD

URUSAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

Lampiran ; Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
Nomor 1800 /op ISKIDPPPAKB/VII/2021
Tanggal 21 Juli 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISAS| PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

: Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan

urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan.

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana:

b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalpinang dan kebijakan Walikota:

C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

d. Penetapan rencana kerja dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada
bawahan;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

f.  Pelaksanaan perencanaan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana;

0. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan
prasarana; dan

h.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



SASARAN
STRATEGIS
1
Meningkatnya
Kelembagaan
PUG dalam
Mencapai
Kesetaraan
dan Keadilan
Gender

Meningkatnya
Keterwakilan
Politik
Perempuan di
Lembaga
Legislatif

Meningkatnya
Penanganan
Kekerasan
Perempuan
dan Anak
Termasuk
TPPO

Meningkatnya
Upaya
Penurunan
Angka
Kelahiran

INDIKATOR PENJELASAN ATAU RUMUS
KINERJA
2 3
Rasio ARG Jumlah Anggaran Responsif Gender
terhadap x 100
APBD Total APBD

Persentase  Jumlah Perempuan di Legislatif
Perempuan x100

di Legislatif  Jumlah Anggota Legislatif

Rasio Total Perempuan dan Anak Yang Mengalami Kekerasan
Kekerasan Termasuk TPPO

Terhadap

Perempuan  Jumiah Perempuan dan Anak

Termasuk

TPPO

Total Fertility HET

Rate (TFR) TFR =5 Z ASFR,

=12 -15

ASFRI 1 ASTR untuk wanita pada kelompo usia ke-j

i =kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Ditetapkan di
Padatanggal :  1Juli 2020

Pangkalpinang

TARGET
2020
4
10%

16.67%

0,05%

2,10
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